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KATA PENGANTAR

Di akhir tahun 1989 ini, kembali Pusat .Studi
Hukum Fa.k‘ultas Hukum  UNPAR menerbltkan aerial
X "T:Lnaauap dan Gagasan', Teta.pi, tidak soper‘bi
‘biasanya, kali ini diterbitkan secara borsamaaﬁ
2 buah seri yang satu dengan yang laimnya sallnp
berhubunp‘a,n erat. Kedua seri tersebut merupa.k:an
hagil dari suatu penelitian yang cukup njelimed®
'-.a-l;a11,"compl:.cated", ,dari Dp. Be Koerniatmanto,
SeHey MeHe Ternyata, hasil penelitian tersebut
memang tidak sia-siae Sebab walau bagaimana pun
studi ilmu, hukum tidek dapat mengabaikan aspek
sejarahnya, baik itu sejarah hukumnya ataupun
so jarah dalam arti yang umume, Agar para mahasis—
wa Fakultas Hukum UNPAR yang +tongah duduk di
berbagai semester dapat mengetahui dan memahami
aspek sejarah dari perkembangan hukum, peradilan
dan pemerintahan kita dewasa ini, maka Tusat
Studi Hukum dengan senang hati menerbitkan seri
nomor 12 tahun 1989 dari gerial. "Tinjauan dan
Gagasan” dengan judul "Struktur Pemerintahan
Daerah Pada Masa Hindia Belanda® ini,
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Te E@rmasalahqg

Dewasa ini struktur Pemerintshan Daerah (Geweste-

lijke en Plaatselijke Besturcn) Hindia DBelanda

(ggggggandschulndie) telah mulei kurang dipahamil
1agi. Terubtams oleh kala g generasl muda, yang
tldﬁ& secara langsung mendzpat kuliah dari para
ahli hukum dldlkan Belanda. Paéahal untuk memae
hay - hoakum positif klta sekarang 1n1 “tidak jarang
pengetohuan kita tentang struktur Pemerint~han
Daeypah Hindia Belanda amat membwntu. Oleh karena

itu, tulisan ini mencoba untuk mengball kemball

“hal. tersebput di atase

Secara lebih luas, tulisan itu juga diharapkan
dapat menjad£ sumbangsih dalam rangka pembinaan
dan pengembangan Sejarah Hukum Indonesice Bagai-
mananpun juga‘Sejar h Hikum Indonesia tetap meru
pakan sesuatu yaﬁg pokok guns memahami Tata Hukum

Indonesia itu sendirie

Namun derikian kiranya cukup kompleks apabila
kita kaji sejarah hukum itu sejak awal-mulanya,

“Oleh karena itu;, sebagai pengantar untuk memahamj.

gistem Pemeiintahan DaeTah Hindia Delanda itu,
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cukup kiranya jika kita membatasi diri paéa kondi -
si tahun 1942. Menglngat bahwa tahun 1942 merupa_

= i A,

sebelum Jepang masuk ke Indoncsiae

2 Be'beraEa Pr}_ngiggdan Pengertig,a i R WG

Pertama~tama peflﬁ dikemukak n bahwa dalam sistem

ketatanegalaan Hindia Belanda dikenal belsrapa

isti}ah yang jika diindonesiakan hanya mempunyai
satu padan kata, yaitu Pemerintahan. Istilah-istie
lah fersebut adal-h :

ae Administratie, yang mengandung nuansa yang
condong ke arah perangkat pelaksana ketdntuan

umum (undang-undang) ataupun kebijaksanian yang
 digariskan oleh perangk:t pembuat ketentuan

umum atau kebijaksanaane

be Bigtuur, yang mengandung nuansa yang condong ke
arah pengurus kepentingan umum, Istilah ini
‘banyak dipergunakan, seperti halnya,
1)e Opperbestuur, yang menunjuk pada PEmerlntah
. Kolonial Tertinggi ,di Negeri Belanda.

A

2)e Gewestelijke Bestuur; yang memunjuk pada
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Pemerintah Daerah tingkat pertama Hinlia

. Belandae ;
3); Plagﬁselijke Bestuur, yang menunjuk pada

Pemerintahan Daerah yang merupak-n bagian

. lebih lanjut dari Gewestelijke Bestuure
4)e Zelfbestuur atau Swapraja, yang merupakan
. kerajaan asli (atau yang 'dikerajaéﬁkan'
oleh Pemerintah Hindia Belanda) yang tetap
diakui . keberadaannya oleh Pemerintah

. Koloniall Hindia DBelandae

1

5)e Begtuur over Vreemde Oosterlingen, yang

ce Dowind

§ v

merupakan sistem pemerintahan di lingkungam
golongan Timur Asing i bawah kendali
Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

4

arah asgek@esggk yang bergifat formalistike

Istilah ini dipergunakan untitk menunjuk  pada

jénis pemerintahan yang sccara formal Werada
dalam gtruktur pemerintahan kolonial Hindia
Belanda, yaitug, - ——--
1)i Opperbewind, yang menunjuk pada Pemerintah
. Kolonial Tertinggi di -Negeri '~ Belanda
2)e Medebewind, yang menunjuk pada partisipact
pihak  Swapraja dalam- menyelenggarakan
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penierintahan umum dalam rang pelqksanaan

asag desentrallsasl.,w
i

de Re riﬁ_t yang ﬁehéahdung nuansa yang condong
ke arah Eéﬁiglenggaraan kekuagaan pemerintahan
dalam arti luas, yang disamping kekuasaan
 eksekutif Juga " Wencakup - -kekuasaan-kekuagaan

yang laine Konkretnya  Indische ° Regeding

me nuruh Logemanfi“(1947) mempungai ~pengzztian

pemerintahan ~dengan- - *sp951f1ka51 sebagal

berikut s o o

1)e dipimpin olehnseorang Gouverneur Generaal ;

2)e menyelenggarakan pemérintahan... . (umum)
kolonial di Hindia’ Belanda;

3)e bertanggung jawab kepada Opperbewind di
- Negeri Delanda;

4)e didampingi oleh Volksraad yang merupakan
Yperwakilan® penduduk Hindia Belanda;

5)e ditopang oleh tiga perangkat kekuasaan,
yaitus "

a)e Justitic, . Vo

b)e Administratie,
c)e Zelfstandige Gemeenschappen,

Lebih lanjut, urusan pemerintahan daerah di Hindia
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TBelanda disclenggarakan oleh scbuah departemen yang
disebut Binnenlandsch’ Bestuure Selanjutnya, pada

prinsipnya Pemerintghan Daerah ini dlkelola dengan
bertumpu pada asas dualisme, Ada Pemerlntahan
Daerah yang khusus mengurus  orang-brang  dari
golongan B opas. Korps yang mengurus urusan ini

biasa disebut Buropeesch Bestuur atau Nederlandsch

Bsstuur. Sedangkan golongan Pribumi diurus oleh

Inlanasch Beqtuur atau Inheemsch Be stuur, atau

biasg discbut pula Pangreh Prajae Bahkan golongan
Timur Asingpun mempunyai perangkat pemerintahan

yang bersendlrl, Yang blasa discbut Bestuur over

Vreemdc Oosterlingen .sepergi  yang Jjuga telah

terungkap -@i= atase

Prlhslp yang selangutnya ywng porlu pulq diketahui
adalah pr1n51p pembaglan w11myﬂn. Ada  ° beberapa
macam °ara yang dllakukan nntuk mombagl dacrah
ataupun wllayah Hindia Belanda itue Cara pembagian
torsebut adalah sebagai berikut :

1

ae Pembagian yang ber&ifat Staatkundig (penyeleng—

garaan pemerintahan)

[

Dordasarkan cara pembagian ini, wilayah  Hindia



